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ABSTRAK

Yazid, Abu. 2026. Disharmonisasi Kewenangan Pengaturan
Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Migran Dalam
Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Skripsi Program Studi Hukum
Tatanegara, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Disharmonisasi  kewenangan  dalam  pengaturan
penempatan dan perlindungan awak kapal migran terjadi
akibat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan yang
menimbulkan dualisme penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI.
Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum
meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-
XXI1/2023 telah menegaskan bahwa awak kapal migran
merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia. Dengan
demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana
kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam pengaturan penempatan dan
perlindungan awak kapal migran serta bagaimana
disharmonisasi kewenangan tersebut dalam tinjauan siyasah
dusturiyah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kedua
kementerian serta menjelaskan disharmonisasi kewenangan
tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan
yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji
disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan penempatan
dan perlindungan awak kapal migran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi
kewenangan terjadi akibat dualisme penggunaan SIUPPAK
dan SIP3MI yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan
antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian
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Ketenagakerjaan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 127/PUU-XX1/2023 telah menegaskan bahwa awak
kapal migran merupakan bagian dari Pekerja Migran
Indonesia, implementasinya belum berjalan optimal. Dalam
perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut bertentangan
dengan prinsip maslahah, keadilan, amanah, dan tertib
penyelenggaraan negara sehingga diperlukan harmonisasi
regulasi dan penguatan koordinasi antar kementerian untuk
mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan awak kapal
migran.

Kata Kunci: Disharmonisasi Kewenangan, Awak Kapal
Migran, Perlindungan Pekerja Migran, Siyasah Dusturiyah.
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ABSTRACT

Yazid, Abu. 2026. Disharmony of Authority in the Regulation
of the Placement and Protection of Migrant Seafarers from the
Perspective of Siyasah Dusturiyah. Undergraduate Thesis,
Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H.
Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN)
Pekalongan.

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

The disharmony of authority in regulating the placement
and protection of migrant seafarers arises from the
overlapping authority between the Ministry of Transportation
and the Ministry of Manpower, resulting in the dual
implementation of SIUPPAK and SIP3MI licensing systems.
This condition creates legal uncertainty despite the
Constitutional Court Decision Number 127/PUU-XX1/2023
affirming that migrant seafarers are part of Indonesian
Migrant Workers. Accordingly, this study addresses two
research questions: how the authority of the Ministry of
Transportation and the Ministry of Manpower is exercised in
regulating the placement and protection of migrant seafarers,
and how the disharmony of such authority is viewed from the
perspective of Siyasah Dusturiyah. Based on these research
questions, this study aims to analyze the authority of both
ministries and explain the disharmony of authority from the
perspective of Siyasah Dusturiyah.

This study employs normative legal research using
statutory and conceptual approaches. Legal materials were
collected through library research consisting of primary and
secondary legal sources and were analyzed descriptively using
a qualitative approach to examine the disharmony of authority
in the regulation of the placement and protection of migrant
seafarers.

The findings reveal that the disharmony of authority is
caused by the dual implementation of SIUPPAK and SIP3MI,
resulting in overlapping authority between the Ministry of
Transportation and the Ministry of Manpower. Although
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Constitutional Court Decision Number 127/PUU-XX1/2023
has affirmed that migrant seafarers are part of Indonesian
Migrant Workers, its implementation has not yet been optimal.
From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this condition
contradicts the principles of maslahah (public interest),
Justice, trustworthiness (amanah), and orderly governance.
Therefore, regulatory harmonization and stronger inter-
ministerial coordination are necessary to ensure legal
certainty and effective protection for migrant seafarers.

Keywords: Disharmony of Authority, Migrant Seafarers,
Protection of Indonesian Migrant Workers, Siyasah

Dusturiyah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan
yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia.
Sebagai instrumen yang mengatur segala aspek kehidupan
masyarakat dan negara, peraturan tersebut harus disusun
dengan cermat agar dapat memberikan kepastian hukum
bagi setiap pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya,
sering kali terjadi disharmonisasi atau ketidaksesuaian
antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.!
Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan ketidakpastian
hukum, kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, dan
bahkan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah untuk melakukan sinkronisasi
antara peraturan yang satu dengan yang lainnya agar
peraturan yang berlaku saling mendukung, tidak
bertentangan, dan menciptakan sistem hukum yang
komprehensif.

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar
negeri telah menjadi bagian penting dalam dinamika
ketenagakerjaan nasional, termasuk dalam sektor
pelayaran dan perikanan. Salah satu kelompok yang
cukup rentan dalam konteks ini adalah awak kapal migran,
yang mencakup awak kapal niaga dan awak kapal
perikanan. Mahkamah Konstitusi (MK), melalui
putusannya, telah secara tegas menyatakan bahwa kedua
kelompok ini merupakan bagian dari Pekerja Migran

1 Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, and Taufik
Siregar, “Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi
Hukum Islam Untuk Mewijudkan Keadilan Hukum,” Mahkamah: Jurnal
Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (2022): 109.

1



Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.’> Namun demikian, dalam
praktik implementasi di lapangan, status dan perlindungan
hukum terhadap awak kapal migran masih menimbulkan
polemik, terutama berkaitan dengan tumpang tindih
kewenangan antar lembaga negara.

Pekerja dalam sektor perikanan adalah yang paling
rentan eksploitasi dibandingkan dengan sektor migran
lainnya. Kondisi bekerja pada kapal penangkap ikan
bahkan lebih buruk dalam hal penangkapan ikan.> Walau
demikian telah terjadi tarik-menarik kewenangan antara
beberapa kementerian seperti Kementerian Perhubungan
(Kemenhub dan  Kementerian  Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dalam hal penempatan dan perlindungan
awak kapal migran. Masing-masing lembaga merasa
memiliki dasar yuridis dan kewenangan administratif
untuk mengelola persoalan tersebut, yang pada akhirnya
menyebabkan pluralisme kewenangan.

Disharmonisasi kewenangan dalam penempatan
dan pelindungan awak kapal migran berawal dari
perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh kementerian
terkait. Kementerian Perhubungan masih mendasarkan
kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran beserta aturan turunannya yang
mengatur izin usaha perekrutan dan penempatan awak

2 Angelica Zefanya Akay, Imelda A Tangkere, and Feiby S
Wewengkang, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia
Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022,” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 13, no. 4 (2024):
1.

3 Lalu Hadi Adha, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran
Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing,”
Private Law 2, no. 3 (2023): 796.



kapal melalui SIUPPAK. Dalam pandangan Kementerian
Perhubungan, awak kapal dipandang sebagai bagian dari
ekosistem industri pelayaran sehingga urusan perizinan,
penempatan, dan pengawasan awak kapal berada dalam
ranah regulasi maritim. Sementara itu, pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga
Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, yang
mewajibkan perubahan izin dari SIUPPAK menjadi
SIP3MI dalam jangka waktu tertentu. Peralihan ini
menandai penguatan rezim pekerja migran, namun pada
praktiknya Kementerian Perhubungan tetap
mempertahankan  penggunaan SIUPPAK sehingga
menimbulkan benturan kewenangan.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berpegang
pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan
bahwa pelaut awak kapal niaga dan pelaut perikanan
termasuk dalam kategori Pekerja Migran Indonesia.*
Dengan dasar tersebut, Kemnaker dan BP2MI
memandang bahwa seluruh proses penempatan, kontrak
kerja, jaminan sosial, hingga pemulangan awak kapal
migran harus berada dalam rezim ketenagakerjaan. Hal ini
termasuk kewajiban perusahaan penempatan untuk
memperoleh SIP3MI sebagai syarat legal beroperasi.

Perbedaan penggunaan SIUPPAK dan SIP3MI
menjadi salah satu indikator nyata adanya disharmonisasi
kewenangan antar kementerian dalam pengaturan awak

4 Akmad Yani Ridzani and Wegig Pratama, “Kebijakan
Perlindungan Awak Kapal Migran Indonesia: Studi Komparatif Awak
Kapal Niaga Dan Penangkap lkan,” Majalah Ilmiah Bahari 22, no. 1
(2024): 47.



kapal migran. SIUPPAK merupakan izin usaha yang
berorientasi pada legalitas operasional perusahaan
perekrutan dan penempatan awak kapal dalam sektor
pelayaran, sedangkan SIP3MI memiliki cakupan yang
lebih luas karena tidak hanya mengatur aspek
penempatan, tetapi juga mewajibkan perusahaan
menjamin  perlindungan pekerja migran secara
menyeluruh. Meskipun pemerintah telah mengarahkan
perubahan penggunaan izin menjadi SIP3MI melalui
rezim perlindungan pekerja migran, dalam praktiknya
SIUPPAK masih tetap digunakan karena Kementerian
Perhubungan memandang awak kapal sebagai bagian dari
sektor pelayaran yang tunduk pada rezim hukum maritim
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran. Selain itu, SIUPPAK telah lama
menjadi dasar legal operasional perusahaan perekrutan
awak  kapal sehingga  penggunaannya  masih
dipertahankan oleh sebagian perusahaan dan instansi
terkait. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya
keseragaman pelaksanaan kebijakan antar lembaga, yang
pada akhirnya menimbulkan dualisme regulasi dan
ketidakpastian hukum dalam penempatan serta
perlindungan awak kapal migran.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
127/PUU-XX1/2023 telah menegaskan bahwa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia adalah
konstitusional dan bahwa pelaut secara sah merupakan
bagian dari Pekerja Migran Indonesia, tarik-menarik
kewenangan masih tetap terjadi. Putusan ini secara
normatif memperkuat kedudukan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal



Perikanan Migrandan menempatkan rezim pekerja migran
sebagai payung hukum utama bagi pelindungan awak
kapal migran. Namun demikian, Kementerian
Perhubungan masih mempertahankan  mekanisme
perizinan dan penempatan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga
implementasi di lapangan tetap memperlihatkan tumpang
tindih kewenangan. Dengan demikian, meskipun landasan
konstitusional telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi,
disharmonisasi antar kementerian belum sepenuhnya
terselesaikan dan masih menjadi persoalan hukum
administratif yang nyata.

Disharmoni kewenangan antara kementerian dalam
penempatan dan pelindungan awak kapal migran juga
menunjukkan relevansi kajian siyasah dusturiyah sebagai
disiplin yang menelaah bagaimana kekuasaan negara
dikelola, dibatasi, dan diarahkan demi kemaslahatan
publik. Dalam hal ini, tumpang-tindih regulasi antara
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta
peraturan turunan dari Kementerian Perhubungan,
Kementerian  Ketenagakerjaan, dan Kementerian
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menunjukkan
lemahnya desain koordinasi otoritas yang seharusnya
diatur secara jelas dalam kerangka tata kelola
pemerintahan. Kajian siyasah dusturiyah menekankan
pentingnya ketegasan pembagian kewenangan antar
lembaga eksekutif agar tidak terjadi kekosongan
pelindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan
seperti awak kapal migran. Karena itu, isu tarik-menarik
kewenangan ini tidak hanya menjadi persoalan
administratif, tetapi juga menjadi bahan kajian strategis



untuk memastikan bahwa praktik penyelenggaraan negara

berjalan sesuai prinsip ketertiban, keadilan, dan

kemaslahatan yang menjadi fokus utama siyasah
dusturiyah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting
untuk dikaji lebih mendalam, dengan demikian peneliti
akan mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian
skripsi yang berjudul “DISHARMONISASI
KEWENANGAN PENGATURAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN AWAK KAPAL MIGRAN DALAM
TINJAUAN SI1YASAH DUSTURIYAH”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat
diambil suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1. Mengapa terjadinya disharmonisasi kewenangan

Kementerian ~ Perhubungan  (Kemenhub), dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam
pengaturan dan penempatan awak kapal migran?

2. Bagaimana disharmonisasi kewenangan dalam
pengaturan mengenai awak kapal migran dalam
tinjauan siyasah dusturiyah?

Tujuan Penelitian

I. Untuk  menjelaskan  terjadinya  disharmonisasi
kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub),
dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam
pengaturan dan penempatan awak kapal migran.

2. Untuk menjelaskan disharmonisasi kewenangan dalam
peraturan mengenai awak kapal migran dalam tinjauan
siyasah dusturiyah.

Kegunaan Penelitian

Selain mencapai tujuan penelitian, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai
pihak, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih



mendalam terkait dengan kewenangan lembaga negara
dalam pengaturan awak kapal migran. Kegunaan yang
dapat diberikan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu
manfaat teoritis dan praktis:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis merupakan kegunaan penelitian
hukum  yang memiliki  keterkaitan  dengan
pengembangan rumpun ilmu hukum, khususnya kajian
hukum tata negara. Manfaat teoritis dari penelitian ini
sebagai kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini
nantinya diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan mengenai pengaturan awak kapal migran.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dalam penelitian ini  dapat
memberikan sumbangsih manfaat secara praktis,
diantaranya:
a. Bagi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi
bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi
yang  bersangkutan dengan  disharmonisasi
kewenangan pengaturan awak kapal migran dalam
sudut pandang sivasah dusturiyah. sehingga dapat
membantu mahasiswa hukum tata negara dalam
mencari informasi terkait, terutama bagi mereka
para mahasiswa akhir yang membutuhkan sumber
referensi terkait ilmu syariah dan peraturan
perundang-undangan.



b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat menjadi wahana
penambahan pengetahuan kepada masyarakat
Indonesia mengenai disharmonisasi kewenangan
pengaturan awak kapal migran dalam sudut
pandang sivasah dusturiyah. Sehingga di kemudian
hari, masyarakat dapat lebih paham dalam
mengawasi perkembangan peraturan perundang-
undangan di Indonesia.
E. Kerangka Teoritik
1. Kewenangan Hukum
Kewenangan adalah kekuasaan terhadap
golongan orang-orang tertentu atau kekusaan terhadap
sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan
tertentu yang bulat. Sedangkan Wewenang hanya
mengenai suatu onderdil tertentu saja. Kewenangan
disebut juga “kekuasaan formal” misalnya kekuasaan
eksekutif.> Kewenangan hukum adalah kekuasaan
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
kepada suatu lembaga negara, pejabat, atau organ
pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum
publik. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus
memiliki dasar kewenangan yang sah, karena dalam
negara hukum tidak ada tindakan pejabat yang dapat
dilakukan tanpa landasan hukum yang memberi izin,
mengatur, atau mewajibkannya. Secara teoretis,
kewenangan hukum mencakup hak untuk membuat
keputusan, mengeluarkan kebijakan, memberikan izin,
melakukan pengawasan, serta menetapkan tindakan
tertentu yang berdampak pada masyarakat.

5 Evita Isretno Israhadi, Hukum Administrasi Negara (Jaka:
Cintya Press, 2020), 16.



Dalam teori administrasi negara, kewenangan
hukum biasanya dibagi menjadi tiga bentuk:®
1. Atribusi, yaitu kewenangan yang diciptakan dan

diberikan langsung oleh undang-undang;

2. Delegasi, yakni pelimpahan kewenangan dari
pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada yang
lebih rendah; serta

3. Mandat, yaitu pelaksanaan kewenangan oleh
pejabat lain atas nama pemberi mandat tanpa
memindahkan tanggung jawab.

Inti dari seluruh konsep tersebut adalah bahwa
kewenangan pemerintah harus jelas batasannya, jelas
sumber hukumnya, serta dijalankan sesuai tujuan
pembentukannya, sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan kewenangan atau tumpang-tindih
antar lembaga.

2. Disharmonisasi Peraturan

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan
merupakan kondisi ketika dua atau lebih peraturan
mengatur substansi yang serupa, tetapi tidak konsisten
dalam aspek teknis maupun pengaturannya.’
Ketidaksesuaian ini tidak hanya berkaitan dengan
perbedaan redaksi, melainkan juga menyangkut
perbedaan norma yang dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya,
disharmonisasi tersebut berpotensi menimbulkan
konflik antarperaturan yang berdampak pada
terhambatnya pelaksanaan hukum, baik dalam
hubungan horizontal antarperaturan yang setingkat

6 Sulaksono, Teori-Teori Hukum Administrasi Negara (CV. Jakad
Media Publishing, 2019), 16.

7 Gazali, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan, Sanabil
(Mataram: Sanabil, 2022), 47.
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maupun secara vertikal antara peraturan yang berbeda

hierarki. Kondisi ini dapat menyebabkan kemunduran

dalam sistem hukum karena mengaburkan kepastian
dan konsistensi norma yang seharusnya menjadi
pedoman.

Indikasi disharmonisasi norma dalam sistem
peraturan perundang-undangan dapat diidentifikasi
melalui adanya berbagai bentuk inkonsistensi antar
norma:®
1. Inkonsistensi secara vertikal dari segi hierarki

peraturan, yaitu ketika peraturan yang lebih rendah
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

2. Inkonsistensi secara horizontal dari segi waktu,
yakni ketika terdapat beberapa peraturan yang
secara hierarkis sejajar namun berlaku pada waktu
yang berbeda sehingga menimbulkan potensi
pertentangan, termasuk perbedaan antara peraturan
yang bersifat umum dan khusus.

3. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi
dalam satu peraturan yang sama, misalnya adanya
pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya
dalam undang-undang yang sama.

4. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang
berbeda, seperti pertentangan antara undang-undang
dengan putusan hakim atau antara undang-undang
dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Berbagai  bentuk  inkonsistensi  tersebut
menunjukkan adanya ketidakselarasan norma yang

8 Zaenal Arifin and Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan
Solusi,”  Jurnal ~ Pro  Hukum 9, no. 1 (2020): 6,
https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1il.17.
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menjadi indikator terjadinya disharmonisasi dalam
sistem hukum.
3. Siyasah Dusturiyah

Dalam kajian politik Islam, istilah Siyasah
Dusturiyah tentu sangat dikenal, namun tidak tepat
membahasnya tanpa terlebih dahulu memahami makna
dasar dari figh siyasah, karena konsep Siyasah
Dusturiyah lahir dari perkembangan pemikiran dalam
figh siyasah.’ Secara etimologis, kata siyasah berasal
dari kata sasa yang berarti mengatur, mengelola,
memimpin, atau menjalankan pemerintahan. Makna
kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah
adalah mengatur, mengurus, serta menetapkan
kebijakan dalam ruang lingkup politik.

Istilah dustur dalam siyasah dusturiyyah,
menurut Muhammad Igbal, berasal dari bahasa Persia
yang merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas
dalam bidang politik maupun agama.!? Seiring
perkembangan bahasa, istilah ini kemudian diserap ke
dalam bahasa Arab dan mengalami perluasan makna
menjadi “asas”, “dasar”, atau “fondasi pembinaan”.
Secara terminologis, dustir dipahami sebagai
kumpulan norma yang menjadi dasar hubungan antara
negara dan masyarakat, baik yang bersifat tertulis
(konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Dengan
demikian, siyasah dusturiyyah merupakan cabang dari
figh siyasah yang membahas sistem perundang-
undangan negara, termasuk konsep konstitusi,

% Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem
Perpolitikan Dalam Al-Qur’an,” Tafse: Journal of Qur’anic Studies 4, no.
2 (2019): 152.

10°Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, /lmu Hukum Dalam
Simpul Siyasah Dusturiyah (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.
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legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Lebih jauh
lagi, siyasah dusturiyyah menelaah gagasan negara
hukum dalam perspektif politik Islam serta hubungan
timbal balik antara pemerintah dan warga negara,
termasuk hak-hak dasar yang wajib dijamin dan
dilindungi.
Penelitian yang Relevan
Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur,
menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang
memiliki keterkaitan dari berbagai sumber dengan fokus
yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap
penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan
Persamaan
No.|  Judul Ve e dan
> 3 Perbedaan
1. Perlindungan | Metode yang | Persamaan:
Hukum digunakan Terdapat
Terhadap merupakan persamaan
Anak  Buah | kualitatif dengan | pada fokus
Kapal Asing | analisis data | penelitian
Berdasarkan | secara deskriptif. | terhadap
UU No. 18 | Hasil dari | perlindungan
Tahun 2017 | penelitian ini | hukum  bagi
tentang menunjukkan awak kapal.
Perlindungan | bahwa Undang-
Pekerja Undang No. 18 | Perbedaan:
Migran Tahun 2017 | Penelitian
Indonesia dan | Tentang peneliti  fokus
Konvensi ILO | Pelindungan terhadap
(International | Pekerja Migran | disharmonisasi
Labour Indonesia telah | kewenangan
Organization) | memberikan lembaga
peraturan  yang | negara dalam
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NO. 188%
Tahun 2007.11

mengatur  hak-
hak ABK
perikanan di
kapal asing
sebagai payung
hukum  setelah
ditetapkannya
Peraturan

Pemerintah No.
22 Tahun 2022
Tentang
Penempatan dan
Pelindungan
Awak Kapal
Niaga  Migran
dan Awak Kapal
Perikanan
Migran.
Peraturan
Pemerintah
No.22 Tahun
2022 telah
mengadopsi
ketentuan yang

dimuat  dalam
Konvensi  ILO
seperti
penyusunan
Perjanjian Kerja
Laut yang
memperhatikan

penentuan waktu

pengaturan
awak  kapal.
Selain itu
Peneliti
menggunakan
prinsip siyasah
dusturiyah
bukan
Konvensi ILO.

'l Shelma Lydia Ardana Wiyantoro, “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Buah Kapal Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi ILO
(International Labour Organization) NO. 188 Tahun 2007 (UIN Syarif

Hidayatullah, 2022).
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kerja dan
istirahat. Meski
demikian
perlindungan
bagi ABK di
kapal ikan asing
belum berjalan
optimal
mengingat
banyaknya kasus
penyimpangan
yang terjadi
kepada  ABK.
Oleh karena itu,
dibutuhkan
upaya lain selain
hanya
menetapkan PP
yaitu dengan
adanya
penegakan
hukum  berupa
kerjasama antar
lembaga
pemerintahan
dalam
mengawasi
kondisi ABK
yang bekerja di
luar wilayah
negara Indonesia
khususnya ABK
di kapal ikan.

Perlindungan | Metode yang | Persamaan:
Hukum Anak | digunakan 1ialah | Fokus
Buah Kapal | penelitian penelitian
Menurut pustaka yang | terhadap
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Siyasah bersifat perlindungan
Dauliyah dan | deskriptif hukum  bagi
Hukum analitis.  Hasil | awak kapal.
Positif.!? menunjukkan
bahwa setiap | Perbedaan:
negara harus | Penelitian
menghormati dan | peneliti fokus
melaksanakan terhadap
perjanjian, disharmonisasi
kesepakatan, kewenangan
serta kewajiban | lembaga
untuk patuh | negara dalam
terhadap aturan | pengaturan
hukum yang | awak  kapal.

telah disepakati | Selain itu
bersama. Peneliti
Memberikan menggunakan
perlindungan tinjauan

kepada pihak | siyasah
tertentu  dengan | dusturiyah

mengawasi bukan Siyasah
keadaan dan | dauliyah
situasi di

sekelilingnya.

Perlindungan ini
bertujuan untuk
memberikan rasa
aman dan
nyaman kepada
pihak-pihak yang
meminta
perlindungan.
Dalam  siyasah
dauliyah ini

12 Enjun Apriyani, “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal
Menurut Siyasah Dauliyah Dan Hukum Positif” (IAIN Metro, 2022).
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disebut dengan

awaitu.

3. Problematika | Metode yang | Persamaan:
Pemenuhan digunakan adalah | Persamaan ada
Hak kualitatif dengan | pada objek
Konstitusional | jenis penelitian | kajian  yaitu
Pekerja yuridis- terkait
Migran normatif. Hasil | pengaturan
Indonesia penelitian awak kapal.

Yang Bekerja | menunjukkan
Sebagai Awak | bahwa terdapat | Perbedaan:

Kapal beberapa Dalam
Perikanan permasalahan penelitian
Migran Dalam | dalam peneliti fokus
Pemilu penyelenggaraan | terhadap
2024.13 pemilihan umum | permasalahan
bagi PMI di | terkait
Hong Kong, | kewenangan
Taiwan, lembaga

Malaysia dan | negara dalam
Singapura. PMI | melakukan
yang bekerja di | pengaturan

daratan saja | awak  kapal
terdapat migran,
sejumlah sedangkan
permasalahan penelitian
untuk terdahulu lebih
pemenuhan fokus terhadap

haknya, lantas | pemenuhan
untuk PMI yang | hak

bekerja menjadi | konstitusional
AKP juga perlu | pekerja migran
perhatikan  dan | yang bekerja

13 Retno Damarina and Heru Susetyo, “Problematika Pemenuhan
Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak
Kapal Perikanan Migran Dalam Pemilu 2024,” Jurnal Hukum &
Pembangunan 54, no. 2 (2024): 432.
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dikaji
pemenuhan
haknya.
Berdasarkan
hasil wawancara
dengan BP2MI,
Kementerian
Ketenagakerjaan,
KPU dan SBMI
dapat dikatakan
bahwa hak
politik AKP
migran  untuk
ikut serta
pemilihan umum
tidak terpenubhi,
mengingat salah
satu kendalanya
adalah  tempat
kerja yang sulit
diakses oleh
perwakilan
Indonesia.

untuk

sebagai awak
kapal pada saat
pelaksanaan
pemilihan
umum 2024.

4. Hukum

Dan

Dalam

Buruh
Migran.'4

Perlindungan

Perjanjian
Awak Kapal

Kontrak Kerja
Dalam Status

Penelitian ini
menggunakan
metode
pendekatan
hukum normatif,
dengan fokus
menganalisis
penerapan aturan
atau standar
dalam  hukum
operasional.

Persamaan:
Terdapat
persamaan
pada fokus
penelitian
terhadap
pengaturan
bagi awak
kapal.

Perbedaan:

14 Agung Kwartama et al., “Hukum Perlindungan Dan Perjanjian
Awak Kapal Dalam Kontrak Kerja Dalam Status Buruh Migran,” Jurnal
Nalar Keadilan 5, no. 1 (2025): 27.
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Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa  dengan
adanya saluran
hukum yang
jelas, awak kapal
dapat dengan
mudah
melaporkan
pelanggaran
yang mereka
alami. Terakhir,
perlu adanya
kampanye
kesadaran
masyarakat
untuk mengubah
stigma terhadap
buruh  migran.
Masyarakat perlu
diberikan
pemahaman yang
lebih baik
tentang
kontribusi buruh
migran terhadap
ekonomi dan
pentingnya
perlindungan
hak-hak mereka.
Dengan
meningkatnya
kesadaran
masyarakat,
diharapkan
dukungan
terhadap  buruh

Penelitian
peneliti  fokus
terhadap
disharmonisasi
kewenangan
lembaga
negara dalam
tata kelola
awak  kapa.
Selain itu
Peneliti
menggunakan
tinjauan
siyasah
dusturiyah
bukan
terhadap
kontrak
perjanjian
pekerja.
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migran dapat
meningkat,

sehingga mereka
merasa lebih
aman dalam
menuntut  hak-
hak mereka.

5. Perlindungan | Penelitian ini | Persamaan:
Hukum ABK | menggunakan Terdapat
Indonesia Di | penelitian persamaan
Kapal Asing | normatif dengan | pada fokus
Dalam melakukan penelitian
Perspektif pendekatan terhadap
Hukum undang-undang. | pengaturan
Nasional.!3 Hasil penelitian | bagi awak

menunjukkan kapal.
bahwa  bahwa
Pemerintah Perbedaan:

sebagai pembuat | Penelitian

dan  pelaksana | peneliti fokus
kebijakan sudah | terhadap
memberikan disharmonisasi
beberapa peran | kewenangan
dalam hal | lembaga
membuat negara dalam
kebijakan seperti | tata kelola
memberikan awak  kapa.
bantuan hukum | Selain itu
kepada para | Peneliti
ABKI yang | menggunakan
mengalami kasus | tinjauan
hukum di luvar | siyasah
negeri, dusturiyah
memberikan

15 Daniel Surianto and Ida Kurnia, “Perlindungan Hukum ABK
Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional,” Jurnal
Hukum Adigama 4, no. 1 (2021): 1667.
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perlindungan bukan hukum
dalam  bentuk | nasional.
tempat  tinggal
sementara di luar
negeri, dan juga
sudah
memfasilitasi
kegiatan
pemulangan
Warga  Negara
Indonesia  yang
sedang bekerja di
luar negeri
khususnya
kepada  Warga
Negara Indonesia
yang bekerja
pada sektor
perikanan.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, menunjukkan
bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara
penelitian  peneliti  dengan penelitian terdahulu.
Persamaan paling mendasar ialah terkait pengaturan
mengenai awak kapal, di mana setiap penelitian memiliki
fokus terhadap pemenuhan hak awak kapal sebagai warga
negara yang dijaga harkat dan martabatnya oleh negara.
Sedangkan perbedaan terletak pada metode, jenis
penelitian, dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena
itu, penelitian peneliti memiliki kebaruan, karena menjadi
penelitian pertama yang menggunakan tinjauan Siyasah
Dusturiyah sebagai alat analisis mendalam. Oleh sebab itu
penelitian ini penting untuk memberikan analisis yang
lebih komprehensif dalam perlindungan hak awak kapal,
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serta menjawab keterbatasan pendekatan hukum positif
yang sebelumnya digunakan.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Yuridis-normatif merupakan jenis dari penelitian

ini, yuridis-normatif =~ merupakan metode yang
menitikberatkan pada pemahaman mendalam terkait
peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori
hukum yang berlaku sebagai dasar analisis.'® Jenis
penelitian yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji
adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengaturan
awak kapal migran berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku. Analisis tersebut kemudian diperdalam
dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah
guna menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan
prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung
jawab negara terhadap warga negara.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan

pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan
yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan
isu hukum yang sedang bahas (diteliti) sedangkan
pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.!’
Sehingga pendekatan ini nantinya akan membantu
peneliti dalam mengembangkan penelitian

16 Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, Pertama (Mataram:
Mataram University Press, 2020).
17 Muhaimin. 23
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disharmonisasi kewenangan pengaturan awak kapal
migran dalam sudut pandang siyasah dusturiyah.
. Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan
metodologis yang berbeda dari penelitian hukum
empiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya.
Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum
yang digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini
bertumpu pada norma hukum sebagai titik tolak
analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang
dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan
kerangka normatif  yang menjadi dasar
pembahasannya:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan sumber
hukum utama yang termasuk dalam peraturan
hukum Islam, Peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi
negara. Oleh sebab itu, bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022
tentang Penempatan dan Pelindungan Awak
Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan
Migran.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-
XX1/2023
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang
berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung
pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder mencakup berbagai publikasi
hukum yang bukan merupakan dokumen resmi,
seperti buku ajar hukum, kamus hukum, jurnal
hukum, serta ulasan atau analisis terhadap putusan
pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum
sekunder mencakup berbagai literatur, baik buku
hukum, jurnal hukum, maupun dokumen lainnya
yang membahas secara khusus dampak hukum dari
disharmonisasi kewenangan pengaturan awak kapal

migran dalam sudut pandang siyasah dusturiyah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara
menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai
bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. '®
Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara
sistematis terhadap bahan hukum primer berupa
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
penempatan dan pelindungan awak kapal migran,
termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak
Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan
Migran, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
127/PUU-XX1/2023, yang diperoleh melalui dokumen

18 Muhaimin.41
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resmi pemerintah dan arsip hukum digital. Selain itu,
bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui buku,
jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas
hukum ketenagakerjaan, hukum pelayaran, pekerja
migran, serta konsep siyasah dusturiyah, yang
diperoleh dari perpustakaan dan platform jurnal daring.

Penelitian ini juga melibatkan bahan hukum
Islam sebagai landasan normatif, yang dikumpulkan
melalui penelaahan ayat-ayat Al-Qur’an, Sunnah Nabi,
serta kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan
prinsip keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab
negara, dan pelindungan terhadap kelompok rentan.
Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis
secara komprehensif untuk menjelaskan implikasi
hukum disharmonisasi kewenangan pengaturan
penempatan dan pelindungan awak kapal migran
dalam perspektif siyasah dusturiyah.
. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini
dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan,
penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara
terstruktur. Penyusunan yang sistematis bertujuan
untuk menghindari pertentangan antar sumber hukum
yang dianalisis. Setelah bahan-bahan tersebut
dikelompokkan, peneliti melakukan kajian mendalam
dengan menerapkan pendekatan historis dan
pendekatan deskriptif.!” Hal tersebut guna memperoleh
pemahaman yang menyeluruh serta merumuskan
jawaban atas isu hukum terkait disharmonisasi
kewenangan pengaturan awak kapal migran dalam
sudut pandang siyasah dusturiyah.

19 Muhaimin.57
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H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan
penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub
bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih
tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika
penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka
teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori mengenai
kewenangan hukum, disharmonisasi peraturan dan
siyasah dusturiyah

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil
penelitian tentang terjadinya disharmonisasi kewenangan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam
pengaturan dan penempatan awak kapal migran.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai
analisis  hasil penelitian tentang disharmonisasi
kewenangan dalam pengaturan mengenai awak kapal
migran dalam tinjauan siyasah dusturiyah.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Disharmonisasi kewenangan Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam
pengaturan dan penempatan awak kapal migran terjadi
karena adanya dualisme pengaturan antara Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dualisme tersebut
menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama
dalam mekanisme perizinan SIUPPAK/SIUKAK dan
SIP3MI, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum
dalam pengaturan dan penempatan awak kapal migran.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
127/PUU-XX1/2023, kewenangan penempatan dan
pelindungan awak kapal migran berada dalam rezim
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan
Kementerian Perhubungan tetap berwenang pada aspek
teknis kepelautan.

Ditinjau dari perspektif siyasah  dusturiyah,
disharmonisasi kewenangan tersebut belum
mencerminkan prinsip amanah, keadilan, maslahah, dan
tertib penyelenggaraan kekuasaan karena menyebabkan
tumpang tindih kewenangan dan belum optimalnya
pelindungan terhadap awak kapal migran. Oleh karena itu,
diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi
antarkementerian agar tercipta kepastian hukum dan
pelindungan yang efektif sesuai dengan prinsip siyasah
dusturiyah.

107
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi
antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
agar tidak terjadi lagi dualisme pengaturan terhadap
awak kapal migran. Harmonisasi tersebut penting
untuk  menciptakan  kepastian  hukum  serta
memperjelas  pembagian  kewenangan  antar
kementerian dalam penempatan dan perlindungan
awak kapal migran.

2. Kementerian Perhubungan, Kementerian
Ketenagakerjaan, dan BP2MI perlu memperkuat
koordinasi  kelembagaan  dalam  pelaksanaan
perlindungan awak kapal migran. Koordinasi tersebut
harus  diarahkan pada pembentukan  sistem
perlindungan yang terintegrasi sehingga tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan
pengawasan terhadap perusahaan penempatan awak
kapal migran.

3. Pemerintah perlu menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 127/PUU-XX1/2023 secara lebih
konkret melalui penegasan implementasi penggunaan
SIP3MI sebagai dasar legal penempatan awak kapal
migran. Langkah tersebut penting agar perlindungan
awak kapal migran dapat dilaksanakan secara lebih
komprehensif dalam rezim perlindungan pekerja
migran Indonesia.

4. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelenggaraan
kewenangan antar lembaga negara seharusnya lebih
mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan
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amanah dibandingkan kepentingan sektoral masing-
masing lembaga. Oleh karena itu, setiap kebijakan
yang berkaitan dengan perlindungan awak kapal
migran  harus  diarahkan pada  kepentingan
perlindungan masyarakat dan bukan semata-mata
mempertahankan dominasi kewenangan institusi
tertentu.
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